Menimbang

Mengingat

QANUN KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN

ACEH UTARA TAHUN ANGGARAN 2014
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA
BUPATI ACEH UTARA,

bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan
umum APBK, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar
kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih
tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu
dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun
Anggaran 2014;.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu
menetapkan dalam suatu peraturan;

Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom
Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 1092); .

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3569);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih
dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan
Propinsi Daerah Istimewa Aceh; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

8.Undang-Undang..........
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Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4438);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4633);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4138),

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4139);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416)
sebagaimana telah tiga kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21
Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
2004 tentang Kedudukan Protokeler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 171,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340;

19.Peraturan........
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Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan
Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2010
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan
penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4693);

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertb Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5219);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2013
tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

31.Peraturan Menteri.....
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian
Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39
Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun
2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 540);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014, (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 690);

Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana
Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Alokasi Khusus ?Lembaran Aceh Nomor 12),
Tambahan Lembaran Aceh Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh
Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008
tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi
dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Aceh Nomor 48);

Peraturan Gubermnur Aceh Nomor 79 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan
Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus;

Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2006 Nomor 6,
tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Utara Tahun 2008 Nomor 253);

Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Kabupaten Aceh
Utara Tahun 2014 Nomor 1);

Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2014 tentan% Pertanggungjawaban

a

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2013
(Lembaran Kabupaten Aceh Utara Tahun 2014 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
KABUPATEN ACEH UTARA

dan
BUPATI ACEH UTARA
MEMUTUSKAN :

- QANUN KABUPATEN ACEH UTARA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN ANGGARAN
2014.

Pasal 1.....



Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2014 semula
berjumiah Rp.1.754.371.875.179,00 bertambah sejumiah Rp.87.253.644.299,65 sehingga
menjadi Rp. 1.841.625.519.478,65 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan
a. Semula Rp. 1.690.112.715.497,00
b. Bertambah/(berkurang) Rp.  37.449.231.532,51
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan Rp. 1.727.561.947.029,51
2. Belanja Daerah
a. Semula Rp. 1.754.371.875.179,00
b. Bertambah/(berkurang) Rp.  87.253.644.299 65
Jumlah belanja setelah perubahan Rp. 1.841.625.519.478,65
Surplus/(Defisit) Setelah Perubahan Rp. (114.063.572.449,14)

3. Pembiayaan Daerah:
a. Penerimaan

(1) Semula Rp.  66.988.494.123,00

(2) Bertambah /(berkurang) Rp.  49.804.412.767.14
Jumlah penerimaan setelah perubahan Rp. 116.792.906.890,14

b. Pengeluaran

(1) Semula Rp. 2.729.334.441,00

(2) Bertambah /(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp. 2.729.334.441,00
Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan Rp. 114.063.572.449,14
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah perubahan  Rp. 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana di maksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
a. Pendapatan Asli Daerah
(1)  Semula Rp. 119.416.078.392,00
(2)  Bertambah /(berkurang) Rp.  75.908.796.131.00
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan  Rp.  195.324.874.523,00

b. Dana Perimbangan

(1) Semula Rp. 1.335.158.186.050,00
(2) Bertambah /(berkurang) Rp. (109.240.682.338.49)
Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan Rp. 1.225.917.503.711,51

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah
(1) Semula Rp. 235.538.451.055,00
(2)  Bertambah /(berkurang) Rp.  70.781.117.740,00
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah
setelah perubahan Rp. 306.319.568.795,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis
pendapatan:
b. Pajak Daerah

(1) Semula Rp.  21.768.303.000,00
(2)  Bertambah /(berkurang) Rp. 275.000.000,00
Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan Rp. 22.043.303.000,00

c¢.Retribusi Daerah......



€. Retribusi Daerah

(1) Semula Rp.  55.048.066.422,00
(2)  Bertambah /(berkurang) Rp.  75.633.796.131.00
Jumiah Retribusi Daerah setelah perubahan Rp. 130.681.862.553,00
d. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
&1) Semula Rp.  15.727.284.970,00
2)  Bertambah /(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan daerah
yang dipisahkan setelah perubahan Rp.  15.727.284.970,00
e. Zakat
(1) Semula Rp. 6.000.000.000,00
(2) Bertabah/(berkurang) Rp. 0,00
Jumiah Zakat setelah perubahan Rp. 6.000.000.000,00
f. Lam lain pendapatan asli daerah yang sah
Semula Rp.  20.872.424.000,00
(2) Bertambah /(berkurang) Rp. 0.00
Jumiah Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
setelah perubahan Rp. 20.872.424.000,00
(2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf b terdiri dari jenis
pendapatan :
a. Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak
(1) Semula Rp. 509.846.527.050,00
(2) Bertambah /(berkurang) Rp. (109.240.682.338.49)
Jumlah bagi hasil pajak setelah perubahan Rp. 400.605.844.711,51
b. Dana Alokasi Umum
{ Semula Rp. 755.061.139.000,00
2) Bertambah /(berkurang) Rp. 0,00
Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan Rp. 755.061.139.000,00
c. Dana Alokasi Khusus
(1) Semula Rp.  70.250.520.000,00
(2) Bertambah /(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan Rp.  70.250.520.000,00

(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pendapatan Hibah

(1) Semula Rp. 0,00
(2) Bertambah /(berkurang) Rp. 2.000.000. 000,0
Jumlah Pendapatan Hibah setelah perubahan Rp. 2.000.000.000,00
b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
(1) Semula Rp.  18.781.089.000,00
(2) Bertambah /(berkurang) Rp.  14.925.935.740,00
Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah
Daerah Lainnya Setelah Perubahan Rp.  33.707.024.740,00
c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
(1) Semula Rp.  80.428.694.000,00

(2) Bertambah /(berkurang) Rp.  53.045.182.000,00
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Setelah

Perubahan Rp. 133.473.876.000,00
d. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya

(1) Semula Rp. 136.328.668.055,00

(2) Bertambah /(berkurang) Rp. 810.000.000,00

Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau
Pemerintah Daerah Lainnya Setelah Perubahan Rp. 137.138.668.055,00



Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Belanja Tidak Langsung

(1) Semula Rp. 841.317.682.124,00

(2) Bertambah /(berkurang) Rp.  95.427.086.316,15

Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah

perubahan Rp. 936.744.768.440,15
b. Belanja Langsung

(1) Semula Rp. 913.054.193.055,00

(2) Bertambah /(berkurang) Rp.  (8.173.442.016,50)

Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan Rp. 904.880.751.038,50

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis

belanja:
a. Belanja pegawai

(1) Semula Rp. 744.900.351.074,00

(2) Bertambah /(berkurang) Rp.  92.931.222.462,15

Jumlah Belanja pegawai setelah perubahan Rp. 837.831.573.536,15
b. Belanja subsidi

(1) Semula Rp. 3.000.000.000,00

(2) Bertambah /(berkurang) Rp. 2.000.000.000,00

Jumlah Belanja subsidi setelah perubahan Rp. 5.000.000.000,00
c. Belanja hibah

(1) Semula Rp.  24.007.553.000,00

(2) Bertambah /(berkurang) Rp. 1.512.700.000,00

Jumlah Belanja hibah setelah perubahan Rp.  25.520.253.000,00
d. Belanja bantuan sosial

(1) Semula Rp.  10.657.830.000,00

(2) Bertambah /(berkurang) Rp. (713.300.000,00)

(3)

Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan Rp. 9.944.530.000,00

e. Belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan
Desa dan Partai Politik
(1) Semula Rp.  56.725.448.050,00
(2) Bertambah /(berkurang) Rp. (43.567.146,00)
Jumlah Belanja bantuan keuangan kepada Provinsi/
Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik

setelah perubahan Rp.  56.681.880.904,00
f. Belanja tidak terduga

(1) Semula Rp. 2.026.500.000,00

(2) Bertambah /(berkurang) Rp. (259.969.000,00)

Jumlah Belanja Tak Terduga setelah perubahan Rp. 1.766.531.000,00

Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
a. Belanja pegawai

(1) Semula Rp.  92.469.442.950,00
(2) Bertambah /(berkurang) Rp.  2.523.312.850,00
Jumlah Belanja pegawai setelah perubahan Rp.  94.992.755.800,00



b. Belanja barang dan jasa
(1) Semula Rp. 372.003.145.594,00
(2) Bertambah /(berkurang) Rp.  26.653.073.978,51
Jumlah Belanja barang dan jasa setelah

perubahan Rp. 398.656.219.572,51
c. Belanja modal
(1) Semula Rp. 448.581.604.511,00
(2) Bertambah /(berkurang) Rp.  (37.349.828.845,01)
Jumlah Belanja modal setelah perubahan Rp. 411.231.775.665,99
Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
a. Penerimaan

(1) Semula Rp.  66.988.494.123,00

(2) Bertambah /(berkurang) Rp.  49.804.412.767,14

Jumlah penerimaan setelah perubahan Rp. 116.792.906.890,14
b. Pengeluaran

(1) Semula Rp. 2.729.334.441,00

(2) Bertambah /(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp. 2.729.334.441,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SiLPA)

(1) Semula Rp.  58.988.494.123,00
(2) Bertambah /(berkurang) Rp.  2.963.859.767,14
Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun
sebelumnya (SILPA) setelah perubahan Rp.  61.952.353.890,14
b.  Penerimaan Pinjaman Daerah
(1) Semula Rp. 8.000.000.000,00
(2) Bertambah /(berkurang) Rp.  46.840.553.000,00
Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah
perubahan Rp.  54,840.553.000,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:
a. Penyertaan modal (investasi) pemerintahan daerah

(1) Semula Rp. 2.500.000.000,00

(2) Bertambah /(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Penyertaan modal (investasi) pemerintahan

daerah setelah perubahan Rp. 2.500.000.000,00

b.  Pembayaran Pokok Utang

(1) Semula Rp. 229.334.441,00
(2) Bertambah /(berkurang) Rp. 0,00

Jumlah Penyertaan modal (investasi) pemerintahan

daerah setelah perubahan Rp. 229.334.441,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Qanun ini, terdiri dari:

1.Lampiran........



1. Lampiran | Ringkasan Perubahan APBK;

2. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBK menurut Urusan Pemerintahan
Daerah dan Organisasi;

3. Lampiran il Rincian Perubahan APBK menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan,;

4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;

5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan
Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam
Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan,;

7. Lampiran Vi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan
dengan peraturan daerah;

8. Lampiran VIiI Daftar piutang daerah;

9. Lampiran IX Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;

10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap
Daerah;

11.Lampiran XI Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan  aset
lain-lain;

12.Lampiran XII Daftar dana cadangan daerah;

13.Lampiran Xil| Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah;

Pasal 6

(1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dalam melakukan pengeluaran yang belum
tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBK,
dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran. Keadaan darurat dimaksud
sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :

a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat
diprediksi sebelumnya;
b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang
disebabkan oleh keadaan darurat.

(2) Kebutuhan belanja dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud ayat (1) termasuk
belanja untuk keperluan mendesak yang kriterianya mencakup :
a. Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia
dalam anggaran tahun berjalan; dan

b. Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang
lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

(3) Pendanaan dalam keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya dapat menggunakan
belanja tidak terduga. Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan
dengan cara :

a. Menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan
kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau

b. Memanfaatkan uang kas yang tersedia.
Pasal 7

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Kabupaten Aceh Utara Tahun Anggaran 2014 sebagai landasan operasional pelaksanaan.



Pasal 8

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Lhokseumawe.
pada tanggal 11 September 2014 M

16 Dzulka'idah 1§35 H
»é/ BUPATI ACEH UTARA
M loasb—

H. MUHAMMAD THAIB

Diundangkan di Lhokseumawe

- pada tanggal _11 September 2014 M
16 Dzulka'idah 1435 H

SEKRETARIS DAERAH Paraf Koordinasi
KABUPATEN ACEH UTA
Ka. DPKKD 0%
%‘ Kabid. Anggaran / XA ;
ISA ANSHARI Kabag. Hukum L

LEMBARAN KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2014 NOMOR 8

10



